
Llngkungan Propinsi Jawa Tengah; 
2. Undang-Ondang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia .Nomor 5587) seba_gaimana 
telah dlubab beberapa kaJi terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubabao 
Kedua Atas Undang-Uodang Nomor 23 Tahun 201~ 

tentaog Pemerintahan Daerah (Lemba.ran t~ 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tamhaban 

Lembaran Negara Republik lndonessa Nomor- 56-g:):; 

• 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Mengingat 

BUPATl JEPARA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksaoskao ketentuan Pasal 45 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pengelolaan Aset Desa; 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PENGELOLAAN ASET DESA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 

NO MOR 57 TAHUN 2017 

TEN TANG 

BOPATI JEPARA 
PROVINS! JAWA TENGAH 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Pembentukan 



BABl 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerab adalab Kabupaten Jepa:ra. 
2. Bupati adalah Bupati Jepara. 
3. Pemerintah Daerah adalab Bupati sebagai unsur 

penyeienggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadl kewenangan daerah otonom. 

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hu.kum yang 
memiliki bata.s wilayah yang berwenang untuk 
mengarur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempai berdasarkan 
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PERATORAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASE'!' 
DESA. 

MEMUTUSKAN : 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksaoaan Undang-Uodang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telab diubah dengan Peraturan 
Pemerintab Nomor 47 Tabun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara 
RepubUk Jndonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahao 
LembaranNegara Republiklndonesia Nomor 5717); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan AsetDesa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lernbaran 
Daerab Kabupaten Jepara Tabun 2015 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten Jepara Nomor 
5]; 

Menetapkan 



prakarsa masyarakai, hak asal usul, dan/arau bak 
tradisional yang diakui dan clihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik lndonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Petinggl dibantu perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Desa.. 

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wakil dari peoduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 

8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggl 
adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan 
Pemerin tah. Dae rah. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 
selanjutnya clisebut APBDesa, adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang 
berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau 
diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan Hak 
lainnya yang sah. 

11. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian 
kegiata.n mulai dari perencanaan, pengadaan, 
penggunaan, pemaafaatan, pengamanan, 
perneliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, 
penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, 
pengawasan dan pengendalian aset Desa, 

12. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara 
sistematis untuk merumuskan berbagai rincian 
kebutuhan barang milik desa. 

13. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan 
pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka 
'penyelenggaraan pemerintahan desa. 
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14. Pengguaaan adalab kegiatan yang dllakukan oleh 
Peagguna Barang dalam menggUnakan aset Desa 
yang sesuai dengan rugas dan fungsi, 

15. Pernanfaatan adalah pendayagunaan aser Desa secara 
tidak langsung dipergunakan dalam .rangka 
penyelenggaraan tugas pemerintaban desa dan tidak 
mengubah status kepemilikan. 

16. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain 
dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan 
uang runai. 

17. Pinjam pakai adalah pernanfaatan aset Desa antara 
Pemerintah Desa dengan Pernerintah Desa lain serta 
Lembaga Kemasyarakatao Desa di Desa setempat 
dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima 
imbalan. 

18. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset 
Desa oleh pihak lain dalam jangka wa.ktu terteotu 
dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa. 

19. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik 
Desa berupa tanab oleb pihak lain dengan cara 
mendirikan bangunan dan/atau sarana berilrut 
fasllitasnya, kernudian didayagunakan oleh pihak lain 
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telab 
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali 
laoah beserta bangunan dan/atau sarana berikut 
fasilitasnya setelab berakhimyajangka waktu. 

20. Bangun Serab Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik 
Desa berupa tanah oleb pihak lain dengan cara 
mendirikan bangunan dan/arau sarana beri.kut 
fasilitasnya, dan setelah selesa.i pembangunannya 
cliserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk 
didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang 
disepakati. 

21. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan 
mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik. hukurn, 
dan administratif. 

22. Pemeliharaan adaleb kegiatan yang di lakukan agar 
semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam 
rangka penyelenggeraan pernerintahan desa. 

23. Penghapusan adalab kegiatan menghapus/ 
meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa 
dengan keputusan Petinggi untuk membebaskan 
Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau 
kuasa pengguna barang dad tanggung jawab 
adrninistrasi dan li.sik atas barang yang berada dalam 
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pendaraan, pencatatan, dan 
pendataan a.set Desa. 

35. Kodefikasi adalab pemberian kode barang pa.da asset 
Desa daJam rangka peogamanan dan kepastian status 
kepemilikan. 

penguasaannya. 
24. Pemindahtanganan adaJab pengalihan kepemilikan 

aset Desa, 
25. Tukar meaukar adaJah pemindabtanganan 

kepemilikan aser Desa yang dilakukan antara 
pemerintah desa dengan pihak lain dengan 
penggantiannya dalam bentuk barang. 

26. Penjualan adaJab pernindahtanganan aset Desa 
kepada pihak lain dengan menerima penggantian 
dalam bentuk uang. 

27. Penyercaan Modal Pernerintah Desa adalab 
pemindahtanganan aset Desayang semula merupakan 
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan 
yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal 
Desa daJam BUMDesa. 

28. Penatausahaan adaJah rangkaian kegiatan yang di 
lakukan meliputi pernbukuan, inventarisasi dan 
pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

29. Pelaporan adalah penyajian ketera.ngan berupa 
informasi terkait denga.n kea.daan objektif aset Desa. 

30. Penilaian adalah suatu proses kegia.tan pengukuran 
yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan 
relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu 
untuk memperoleh oilai aset Desa. 

31. Tanah Kas Desa adaJab tanah milik Pemerintah Desa 
yang terdiri dari Bondo Deso, Bengkok dan ta.nab 
lainnya. yang digunakan untuk penyelenggaraan 
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemayarakatan. 

32. Bondo Deso adalab Tanah Ka.s Desa yang digunakan 
untuk Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan 
dan Kemasyrakatan. 

33. Bengkok adalah Tanab Kas Desa yang dapat 
digunakan bagl tambahan tunjangan Petinggi dan 
Pera.ngkat Desa. 

untuk melakukan 
pelaporan hasil 

adalah kegiatan 34. Inventarisasi 
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Pasal 3 
(1) Jenis aset Desa tercliri atas: 

a. kekayaan asli Desa; 
b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleb atas 

beban APBDesa; 
c. kekayaan Desa yang diperoleh darl hibah dan 

sumbangan atau yang sejenls; 
d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan 

darl perjanjian(kontrak dan/atau dlperoleh 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
undangan; 

e. basil kerja sama Desa; dan 
f. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain 

yang sah. 
(2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, tercliri atas: 
a. tanah kas Desa; 
b. pasar Desa; 
c. pasar bewan; 
d. tambatan perahu; 
e. bangunan Desa; 
r. pelelangan basil pertanian; 
g. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa; 
h. butan milik Desa; 
i. mata air m.ilik Desa; 
j. pemandlan urnum: dan 
k. lain-lain kekayaan asli Desa. 

Pasal 4 
(l) Tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (2) huruf a meUputi ; 
a. tanah bondo Desa; 
b, bengkok; 
c. tanah Desa lainnya. 

(2) Tanab kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat [I] 

BAB lll 
JENIS ASET DESA 

Pasal 2 
Pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas 
fungsional, kepastian bukum, transparansi dan keterbukaan, 
efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilal. 

BABH 
ASAS PENGELOLAAN ASET DESA 



Pasal 5 
(1) Petinggi sebagal pemegang kekuasaan pengelolaan 

aset Desa berwenang dan benanggungjawab atas 
pengelolaan aset Desa. 

(2) Petinggi sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan 
aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l), 
mempunyai wewenang dan tanggungjawab: 
a) menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa; 
b) menetapkan pembantu pengelola dan 

petugas/pengurus aset Desa; 
c) menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau 

pemlndahtanganan aset Desa; 
d) menetapkan kebijakan pengaroaaan aset Desa; 
e) mengajukan usu! pengadaan, pemindahtanganan 

dan/atau penghapusan aset Desa yang bereifat 
strategis melalui musyawarab Desa; 

Q menyetujui usul pemindahtanganan dan 
penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; 
dan 

gJ menyetujui usul pemaofeataa aset desa selain 
tanah dan/atau bangunan 

BABIV 
PENGELOLA ASET DESA 

huruf a merupakan t:anah kas Desa yang dimanfaarkan 
unruk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

(3) Beogkok sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf b 
merupakan tanab kas Desa yang dikelola unruk 
tambahan tunjangan dan penghargaan Petinggi dan 
Perangkat Desa. 

[4) Pemeriotah Desa melaksanakan inventarisasi bengkok 
dan mengatur pengguoaannya untuk tambahan 
tunjangan dan penghargaan Petinggi dan Perangkat 
Desa clatam Peraturan Desa. 

(5) Tarrah Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayal 
(1) huruf c merupakan tanah kas Desa yang diguoakan 
untuk fasilitas umum di Desa meliputi balai Desa, 
kantor Desa, kuburan, jalan Desa, sarana sosial antara 
lain tempat ibadah, pos lreamaoan lingkungan, 
lapangan, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan 
sarana sosial lain serta fasilitas umum 
lainnya. 
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(31 Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimeoa 
dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas 
Desa, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, 
bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan basil 
pertanian, hutan milik Desa, mata air mili.k Desa, 
pemandian umum, dan aset Iainnya millk Desa. 

(4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Petinggi dapat meoguasakan 
sebagian kekuasaao.aya kepada Perangkat Desa yang 
dltetapkan dalam keputusan Petinggi. 

(5) Perangkat Desa sebagaimana dlmaksud ayat (4) terdiri 
dari: 
a. Carik selaku pembantu pengelola aset Desa; dan 
b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus 

aset Desa. 
(6) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan. 

Pasa16 
(1) Carik selaku pernbantu pengelola aset Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, 
berwenang dan bertanggungjawab : 
a. meneliti rencana kebutuhan aset Desa; 
b. meneliti rencana kebutuhan. pemeliharan aset 

Desa; 
c. mengatur penggunaan. pemanfaatan, 

penghapusan dan pemindahtanganen aset Desa 
yang telab di setujui oleh Petinggi; 

d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan 
invenl:arisasi aset Desa;dan 

e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas 
pengelolaan asetDesa. 

(2) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, bertugas dan 
bertanggungjawab : 
a. mengajuken rencana kebutuhan aset Desa; 
b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan 

aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa 
dan perolehan lainnya yang sah kepada Petinggi; 

c. melakukan lnventarisasi aset Desa; 
d. mengamankan den memelihara aset Desa yang 

dlkelolanya; dan 
e. menyusun dan menyampaikan laporan aset 

Desa. 
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Pasal 9 
(l) Pengadaan aset desa, dilaksanakaa berdasarkan prinsip 

prinsip efisien, efektif, transpara.n dan terbuka, bersaing, 
adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, 

(2) Pengadaan aset Desa berpedoman pada Peratura.o 
Bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa 
di Desa. 

Bagian Ked ua 
Pengadaan 

Pasal 8 
(1) Perencanaan aset Desa, dituangkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 
untuk kebutuhan 6 (enam) tahun , 

(2) Perencanaan kebutuban aser desa untuk 1 (satu) tahun 
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa 
(RKPDesa) dan ditetapkaa dalam APBDesa setelah 
memperhatfkan ketersediaaa aset desa yang ada. 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

e. pengamaaan; 
f. perneliharaan; 

g. penghapusan; 

h. pemindahtanganan: 
i. penatausahaan; 
j. pelaporan: 
k. penUaian; 
I. pembinaan: 

m. pengawasan; dan 

n. pengendalian. 

b.pengadaaa; 
c. penggunaan; 
d. pernanfaatan; 

a. perencanaan; 

BABY 
PENGELOL.AAN ASET DESA 

Pasal 7 
Pengelolaan aset Desa meliputi: 
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Pasal 12 
( l ) Pemanfaatan aset Desa berupa sewa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak 
mengubah status kepemilikan aset Desa. 

(2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l) paling Jama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. 

(3) Dalam hal terdapat lebih dari satu pihak yang 
mengi.nginkan sewa terhadap aset Desa yang ada, 
maka penyewa ditentukan dengan mekanisme lelang 
untuk mendapatkan ha:rga tertinggi. 

(4) Sewa aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian 
yang paling sedikit merouat : 
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 

Pasal 11 
I 1) Pemanfaatan aset Desa dapat dilaksanakan sepanjang 

tidak dipergunakan langsung untuk rnenunjang 
penyelenggaraao Pemerintahan Desa. 

(21 Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), berupa: 
a. sewa; 
b. pinjam pakai; 
c. kerjasaroa pemanfaatan; dan 
cL bangun guna serah atau bangun serah guna. 

{3) Pernanfaatan aset Desa sebagai.mana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa. 

(4) Hasil pemanfaatan sebagairoana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a, huruf c dan huruf d merupakan pendapatan 
Desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa. 

Bagian Keempat 
Pemanfaatan 

Pasal 10 
(1) Penggunaan aset Desa, ditetapkan dalam ra.ngka 

mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
(2) Petinggi menetapkan Perangkat Desa sebagai pengguna 

barang. 
(3) Penetapan status penggunaan aset Desa dan pengguna 

ba.rang sebagairoana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Petinggi. 

Bagian Ketiga 
Penggunaan 
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Pasal 14 
(1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai 

sebagaimana climaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b 
dilaksanakan antara Pemerintab Desa dengan 
Pemerintab Desa lainnya serta Lembaga 
J<emasyarakatan Desa. 

(2) Pinjam 1)akai aset Desa sebagaimana dirnaksud ayal 
(1), dikecualikan urrtuk tanab, bangunan dan aset 
bergerak berupa kendaraan bermotor. 

(3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 
(tujlihJ bari dan dapat diperpanjang. 

Pasal 13 
(lJ Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan 

sewa/lelang, Petinggj membenruk panitia sewa/lelang 
dengan Keputusan Petinggj. 

(2) Togas panitia pelaksana sewa/lelang tanah kas Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. menetapkan jadwal sewa/lelang tan ah kas Desa; 
b. membuar tata tertib lelang; 
c. melaksanakan lelang tanah kas Desa; 
d. membuat berita acara pelaksanaan lelang dan 

membuat konsep perjanjian sewa; 
d. menerima uang basil lelang dan kemuclian 

menyetorkan ke rekening Desa di lembaga 
perbankan setempat;dan 

e. rnelaporkan hasil pelaksanaan sewa/lelang kepada 
Petinggi. 

(3) Sewa tanah kas Desa sebaga.imana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi : 
a. sewa tanab bondo desa terbu.ka untuk umum: dan 
b. sewa bengkok tertutup untuk perangkat desa. 

(4) Pelaksanaan sewa/lelang dihadiri Camat dan unsur 
Kecamatan 

b, obJek perjanjian sewa; 
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa 

dan jangka waktu; 
d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional 

dan pemeliharaan selamajangka waktu sewa: 
e. bak dan kewajiban para pihak; 
f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force 

majeure); dan 
g. persyaratan lain yang di anggap perlu. 
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Pasal 15 
(1) Kerjasama pemanfaatan sebaga.imana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (2} huruf c, berupa tanah dan/at:au 
bangunan dengan pibak lain dilaksanakan dalam 
rangka: 
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset, 

Desa;clan 
b. meningkatkan pendapatan Desa. 

(2) Kerja sama pernanfaatan aset Desa berupa tanah 
dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan dengao 
ketentuan: 
a. tidal< tersedia atau tidak cukup tersedia dana 

dalam APBDesa untuk memeouhi biaya 
operaslonal, pemeliharaan, dan/atau perbaikan 
yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan 
tersebut; 

b. pihak lain sebagaimaoa diroaksud pada ayat (1) 
dilarang menjaroiokan atau rnenggadaikan aset 
Desayang menjadi objek kerjasama pemaniaatan. 

(3) P!hak lain sebagaimana dimaksud pada ayal (I) 
memiliki kewajibao, antara lain: 
a. membayar kontrlbusi tetap setiap tahun selama 

jangka waktu peogoperasian yang telah ditetapkan 
dan pembagian keuncungan hasil kerja sama 
pernanfaatan melalui rekening kas Desa; 

b. membayar semua biaya persiapao dan pelaksanaao 
kerja sama pemanfaatan: clan 

c. jaogka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 
15 (lima belas] l:ahun sejak perjanjian 

iz 

f4) Pinjam pakai aset Desa d11aksanakan be.rdasarkan 
perjanjran yang paling sedikit memuat . 
a. para pihak yang 'terikat dalam perjanjian; 
b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan; 
c. jangka waktu pinjam pakal; 
d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional 

dan pemeliharaan selama jangka waktu 
peminjaman; 

e. hak dan kewajiban para pihak; 
f. keadaan dJ luar kemampuan para pihak (force 

majeure); dan 
g. persyaratan lain yang di anggap perlu, 



Pasal 17 
(1) Jaogka waktu bangun guna serah atau baogun serah 

guna paling lama 20 tabun (dua pulub tahun] dan 

13 

Pasal 16 
(1) Bangun guna serah atau bangun serab guna 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) buruf 
d berupa tanab dengan pihak lain dilaksanakan dengan 
perti.mbaogan: 
a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan 

fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan 
Desa;dan/ atau 

b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk 
penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut, 

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (11 selama 
jangka waktu pengoperasian memlliki kewajiban, 
antara lain: 
a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa 

setiap tahun;dan 
b. memelihara objek bangun guna serah arau 

bangun serab guna, 
(3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a, besarannya ditetapkan berdasarkan basil 
perhitungan tim yang dibentuk oleb Pemerintab 
Daerab. 

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dllarang 
menjaminkan, menggadaikan, atau memindabtangankan 
tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau 
bangun serab guna. 

(SJ Pihak lain sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) wajib 
menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan, 
pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan 
pelaksana dan pe.mbangunannya. 

dn:andatangani dan dapar diperpanjaog. 
(4) Pelaksanaan kerjasama pemanfa.atan atas tanah 

dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian 
yang memuat: 
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. objek kerjasama pemanfaatan; 
c, jangka waktu; 
d. hak dan kewajiban para pihak; 
e. penyelesaian perselisihan; 
f. keadaan di Iuar kemampuan para pihak 

(forcemajeure); dang.peni:njauan pelaksanaan 
perjanjian. 



Pasal 19 
(1) Pengamanan aset Desa wajib dilakukan oleh Petioggi 

dan Perangkal Desa. 
(2) Pengamanan a set Desa sebagaimana ayat ( u, meliputi: 

a. pengamanan administrasi; 

PasaJ 18 
Pemaofaacan melalui kerjasama pemaofaatan, Bangun Guna 
Serah atau Bangun Serah Ouna sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilaksanakan setelah mendapat 
ijin tertulis da.ri Bupati, basil pemanfaatan sebagaimana 
Pasal 15 dao Pasal 16 rnerupakan pendapatan Desa dan 
wajib masuk ke rekening kas Desa 

dapat diperpanjang. 
(21 Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun 

sera.h guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
serelah terlebib dahulu diJakukan evaluasi oleh Tim 
yang dibeotuk Petinggi dan difasilitasi oleh Pemerintah 
Daerah. 

(3) DaJa.m haJ jaogka waktu bangun guna sera.h atau 
bangun serah guna diperpaojang, pemaofaatan 
dlJakukan melaluJ kerjasama pemaofaatan 
sebagaimana diatur daJam Pasal 16. 

(4) Bangun Guna Serah atau Bangun Sera.h Guna 
diJaksanalcao berdasarkan surat perjanjian yang paling 
sedikit memuac: 
a. para pibak yang terikat daJam perjaojian; 
b. objek bangun guna serah; 
c. jaogka waktu bangun para pibak yang terikat 

dalam perjanJiao; 
d. penyelesaiaan perselisihan; 
e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force 

majeure); dan 
f. persyararan lain yang di aoggap perlu; dan 
g. bangunao dao fasilitasnya yang menjadi bagian 

basil da.ri pelaksanaan bangun guna serah atau 
bangun serah guna harus diJengkapi dengan Lzin 
Meodirikan Bangunan (IMBJ alas nama 
Pemerintah Desa. 

Bagian Kelima 
Pengarnanan 



Pasal 23 
Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan 
Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 

Pasal 22 
(1) Pengamanan hukum sebagaimana dima.ksud dalam 

Pasal 19 ayac (2) huruf c antara lain dilakukan dengan 
melengkapi bukti status kepemilikan. 

(2) Bukti status kepemilikan untu.k aset Desa yang berupa 
tanah dalam bentuk sertifikat tanah etas nama 
Pemerintah Desa. 

(3) Bukti status kepemillkan untuk aset Desa berupa 
bangunan harus dilengkapi dengan bukti status 
kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. 

Pasal 21 
(1) Pengamanan lisik sebagaimana climaksud dalam Pasal 

19 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mencegab 
terjadlnya penurunan fungsi barang, penurunan 
jumlah barang dan bilangnya barang. 

(2) Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan 
dilaku.kan dengan care pemagaran dan pernasangan 
tanda betas. 

(3) Pengamanan fisik untuk seJain tanab dan baogunan 
dilaku.kan dengan cara penyimpanan dan 
pemeliharaan. 

Pasal 20 
Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (2) huruf a antara lain clilaksanakan dengan 
pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan peoyimpanan 
dokumen kepemilikan. 

b. pengamanan fisik; dan 
c. pengamanan hukum. 

(3) Biaya Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayar (2) dibebankan pada APBDesa. 
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Pasal 25 
(1) Penghapusan aset Desa merupakan kegiatan 

menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data 
inventaris Desa. 

(2) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l) dilakukan dalam hal aset Desa karena 
terjadinya, antara lain: 
a. beralib kepeillil.ikan; 
b. pemusnahan;arau 
c. sebab lain. 

(3) Penghapusan aset Desa yang beralih kepemilikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruI a, antara 
lain: 
a. pemindahtanganan atas aset Desa kepada pihak 

lain; dan 
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

bukum tetap. 
(4) Pemusnahan aset Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b, dengan ketentuan: 
a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan 

dan/atau tidak roemiliki nilai ekonornis, antara lain 
meja, kursi, komputer; 

b. dibuatkan Serita Acara pemusnahan sebagai dasar 
penetapan keputusan Petinggi tentang 
Pemusnahan. 

(5) Penghapusan aset Desa karena terjadinya sebab lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara 
lain: 
a. hilang; 
b. kecurian; dan 

c. terbakar. 

Bagian Ketujuh 
Penghapusan 

., 

Pasal 24 
(1) Perneliharaan aset Desa wajib dilakukan oleh Petinggi 

dan Perangkat Desa. 
(2) Biaya perneliharaan aset Desa dibebankan pada 

APBDesa. 

Bagian Keenam 
Pemeliharaan 
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Pasal 29 
{l) Bentuk pemi.ndabtanganan aset Desa metiputi: 

a. rukar menukar; 
b. penjualan; dao 
c. penyertaan modal Pemerintah Desa; 

(2) Pemindahtaoganan aset Desa sebaga.imana dimaksud 
pada ayat (1) berupa taoab dan/atau bangunan rnilik 
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Pasal 28 
(1) Aset milik Desa yang Desanya dihapus sebagai dampak 

pembangunan waduk, uang penggantinya diserahkan 
kepada Pemerintab Daerah sebaga.i pendapatan 
Daerah. 

(2) Aset milik Desa-Desa yang digabung sebaga.i dampak 
pembangunan seperti waduk, uang penggantinya 
meojadi milik Desa. 

(3) Uang pengga.nti sebaga.imaoa dimaksud pada ayat (2) 
merupakan pendapatan desa yang penggunaannya 
diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana 
desa. 

(3) Aser milik Desa yang Desa-nya dihapus dan/atau 
digabung dalam ra.ngka penataan Desa, aset Desa yang 
Desa-nya dihapus menjadi milik Desa yang digabung. 

Pasal 27 
(I) Pengbapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 26 tidak perlu mendapat perserujuan 
Bupati, 

(2) Penghapusan sebagaimaoa climaksud pada ayat (1) 
terlebih dahulu dibuat Serita Acara dao ditetapkan 
dengan Keputusan Petioggi. 

Pasal 26 
Penghapusan aset Desa karena beralih kepemilikan 
sebagaimana dimaksud cialam Pasal 25 ayat (31 terlebih 
dahulu dibuatkan Betita Acara dan ditetapkan dengao 
Keputusao Petinggi setelah mendapat persetujuan Bupati, 

(6) Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan 
pengadilan sebagalmana dimaksud pada ayat (31 huruf 
b, wajib menghapus dari daftar inventaris asec milik 
Desa. 

Bagiao Kedelapao 
Pernindahtanganan 



Pasal 31 
(1) Tokar menukar aset Desa berupa tanah untuk 

pembangunan bagi kepentingan umum dilakukan 
sesua.i dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(2) Tokar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan seteJah terjadi kesepakat:an besaran ganti 
rugi sesuai barga yang menguntungkan desa dengan 
m.enggunakan nilai wajar basil perhitungan tenaga 
penilal (Kantor Jasa Penilai Publik). 

(3) Dalam hal tanah pengganti beJum tersedia pada saat 
musyawarah Desa berkaitan dengan pelepasan aset 
Desa maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu 
dapat diberikan berupa uang dititipkan dalam rekening 
kas Desa. 

(4) Keterangan bahwa tanah pengganti belum tersedia 
sebagalmana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan 
dengan surat penyataan bermaterai cukup dari lnstansi 
pemohon. 

(5) Musyawarah Desa sebagaimana tlimaksud pada ayat 
(3) sekurang-kurangnya membahas : 

a. rencana pelepasan tanah kas Desa; 
b. kesepakatan besaran ganti rugi; 
c. bentuk ganti .kerugian; dan 
d. dalam hal ganti rugi diberikan berupa uang 

disepakati waktu pembayaran ganti TUgi dan 
batasa n waktu pembelian tanah pengganti. 

e. calon tanah penggantl dan kesediaan pernohon 
menanggung segala biaya yang timbul. 

Pasal30 
Pemjndahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar 
menukar tercliri dari: 

a) untuk kepentingan umum; 
b) bukan untukkepentingan umum; dan 
c) tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan 

bukan untuk kepentingan umum. 

Paragraf l 
Tokar menukar 

Desa banya dilakukan dengan tukar menukar dan 
penyertaan modal. 
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Pasal 34 
Tokar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31, dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Bupati membentuk tim pengadaan tanab tingkat 

kabupaten; 
b. Tim kajian kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf 

a keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah terkait 
yang disesuaikan dengan kebutuban serta ditetapkan 
dengan Kepurusan Bupati; 

J9 

Pasal 33 
Dalam hal ranah pengganti berada pada Desa setempat 
tukar menukar tanab milik Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 dilakukan dengan tabapan: 
a. Pe ting gi menyampaikan permohonan izin kepada 

Bupati dilampiri berlta acara musyawarah Desa tentang 
tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi, 
rancangan Peraturan Desa dan dokumen adrninistrasi 
lainnya; 

b. T'u k a r rn e n u k a r u n t u k k e p e n t i n g a n 
umum Bupati meneruskan izin rukar menukar canah 
kas Desa kepada Oubemur Jawa Tengah. 

Pasal 32 
(II Penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud 

dalam PasaJ 31 ayat (3) harus digunakan untuk 
membeli tanab pengganti yang senilai dao diutamakan 
berlokasi di Desa setempat. 

(2) Dalam hal lokasi tanab pengganti. tidak tersedia di 
Desa setempat, tanab pengganti dapat berlokasi dalam 
satu Kecamatan dan/atau Desa di kecamatan lain 
yang berbatasan laogsung dicukupi dengan swat 
keterangan Petinggi. 

(3) Gariti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 31 ayat (3), apabila dibelikan tauab pengganti 
dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau 
uang gant:i rugi relatif kecil dapat digunakan selain 
untuk membeli tanab. 

(4) Selisih sisa uang atau uang ganti rugi relatif kecil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 
sebesar RpS0.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). 

(5) Selisib sisa uang atau uang ganti rugi relatif kecil 
sebagaimana dimak:sud pada ayat (4) dimasukkan 
dalam kas Desa dan penggunaannya untuk belanja 
modal yang ditetapkan dalam APBDesa. 



Pasal 35 
(1) Dalam hal lokasi tanah penggantl tidak tersedia di 

Desa setempat dilakukan dengan tahapan: 
a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi 

data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan 
formil yang dituangkan dalam berita acara; 

b. basil tinjauan lapangan dan verifikasi data 
sebagaimana climaksud pada huruf a 
disampaikan kepada Gubemur Jawa Tengah 
sebagai bahan pertimbangan pemberian 
perserujuan. 

(2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a dilakukan untuk melihat dan mengetabui 
seeara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Desa dan 
lokasi calon pengganti tanah milik Desa. 

(3) Verifikasi data sebagai.mana dimaksud pada ayat ( l) 
huruf a dilakukan untuk memperoleb bukti formil 
melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur : 
a). unsur Pemerlntah Desa; 
b). unsur BPD; 
c). pihak yang melakukan tukar rnenukar; 
d). pihak pemilik tanah yang digunakan unruk tanah 

pengganti; 
e). aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah dan 

Pemerinta.h Provinsi Jawa Tengah, serta: 
f]. pihak dan/atau insta.nsi terkait lainnya. 

(4) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data 
sebagaimana climaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
dimuat dalam Serita Acara yang ditandatangani oleh 

e. hasil verifi.kasi dan izin dari Bupati sebagaimana 
dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Gubemur 
Jawa Tengah sebagai larnpiran permohonan izin. 

f. tukar-menukar tanah mllik Desa ditetapkan dengan 
Peraturan Desa; 

g. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f 
ditetapkan setelah .mendapat izin dari Bupati dan 
Gubernur Jawa Tengah. 

c, Tim kajian kabupaten sebagaimana diroaksud pada 
huruf a melakukan veri.likasi kebenaran terkair hasil 
musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik 
Desa; 

d. hasil verifi.kasi sebagaimana climaksud pada huruf c 
sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk menerbitkan 
izin; 



Pasal 37 
Tukar menukar taoab milik Desa sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 36 ayat (I), dengan ketentuan sebagai berikut; 
a. Petinggi menyampaikan permohonan izin kepada 

Bupati dilarnpiri hasil musyawarah Desa tentang tukar 
menukar tanab milik Desa ; 

b. Bupati membentuk tim pengadaan tanah tingkat 
kabupaten; 

-Pasal 36 
(1) Tukar menukar tanah milik Desa bukan untuk 

pembangunan kepentingan umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 huruf b hanya dapat 
clilakukan apabila ada kepentingan nasJonal yang lebih 
penting dan strategis dengan tetap rnemperhatikan dan 
menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW). 

(2) Kepeotingan nasional yang lebih penting dan strategis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti 
pengembangan kawasan industri dan perumaban. 

(3) Tukar menukar sebagaimana d!maksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan ketentuan: 

a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi 
kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang 
menguntungkan Desa dengan menggunakan nila.i 
wajar hasil perhitungan tenaga penilai; 

b. tanah pengganti diutamakan berlokasi dJ Desa 
setempat; 

c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia dJ 
Desa setempat sebagaimana dimaksud pada 
huruf b, tanab pengganti dapat berlokasi dalam 
satu kecamatan dan/atau desa di kecamatan lain 
yang berbatasan Jangsung. 

para pihak dan/atau instansi terkait lainnya. 
(5) Berita Acara sebagaimana climaksud pada ayat (4) 

memuar antara lain: 
a. hasil musyawarah Desa; 
b. letak, Juasan, harga wajar, tipe tanah Desa 

berdasarkan penggunaannya; dan 
c. bukti kepemilikan tanah Desa yang ditukar dan 

penggaotinya. 
d. kajiao terhadap ca.loo tanah pengganti yang 

berada diluar Desa, 
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Pasal 38 
(1) Tarrah milik Desa berada di luar Desa atau tanah 

milik Desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh 
hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik Desa 
yang didalamnya terdapat tanah pibak lain dapat 
dilakukan tukar menukar ke Jokasi Desa setempat. 

(2) Tukar-menukar tanah milik Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan 
efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan 
berhasil guna, 

(3) Tukar-menukar tanah milik Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan 
ketentuan: 

a. tukar menukar tanah millk Desa dimaksud harus 
senilai dengan tanah penggantinya dan 
memperhatikan nilai wajar; 

b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar 
rnenukar ranab millk Desa; dan 

c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati. 

c. 1'im pengadaao rsoab kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada buruf b keanggotaaooya terdiri dari 
Perangkat Daerah terkait yang disesuaJkan deogan 
kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

d. Tim pengadaan tanah I<abupaten sebagaimana 
dimaksud pada huruf b dengan mengikutsertakan 
tenaga penilai yang bersertifikat: 

e. Tim pengadaan tanah kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada huruf b melakukan pengkajian 
berupa peningkatan ekonomi Desa, menguntungkan 
Desa, dan tidak merugikan aset Desa; 

f. Hasil kajian dari tun pengadaan tanah 
sebagaimana dimaksud pada .huruf e sebagai bahan 
pertimbangan Bupati dalam menerbilkan izin. 

g. Hasil kajian dari tirn 'pengadaan tanah dan izin 
Bupati sebagaimana df:maksud pada huruf e 
disampaikan kepada Oubemur untuk permohonan 
izin. 

h. Tokar rnenukar Tanah milik Desa ditetapkan dengan 
Peraturan. Desa; dan 

1. Peraturan Desa sebagaJmana di:maksud pada huruf g 
ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati, 
Gubemur -Jawa Tengan, dan persetujuan Menteri; 
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Pasal 41 
'l'uka.r menukar yang menjadi inisiatif Desa dilakukan 
dengan melalui mekanisme sebagai berikut: 
a. Desa membentuk Peratu.ran Desa mengenai tukar 

menukar tanah kas Desa yang ditetapkan rnelalui 
musyawarah Desa; 

b. Peraturan Desa ditetapkan setelah memperoleh izin 
Bupati; 

Pasal 40 
Aset Desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 30 dihapus dari daftar inventaris aset Desa dan 
penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Desa. 

ekonomi Desa, menguntungkan Desa, dan tidak 
merugikan aset Desa; dan 

f. Hasil kajian dari tim pengadaan tanah 
sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai 
baban pertimbangan Bupati dala.m menerbitkan 
izin. 

Pasal 39 
Tukar-rnenukar tanab milik Desa sebagaimana dimaksud 
dala.m Pasal 38 , dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Pe t i.n ggi menyampaikan pennobonan izin 
kepacla Bupati dilampi:rl basil musyawarab Desa 
ten tang tukar menukar tanah milik Desa ; 

b. Bupati membenruk tim pengadaan tanah tingkat 
kabupaten; 

c, Tim pengadaan tanab kabupaten sebagaimana 
dimaksud pacla huruf b keanggotaannya terdiri 
dari Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan 
dengan keburuban serta ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati; 

d. Tim pen gad a a n tan ab kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan 
mengikutsertakan tenaga penilai yang 
bersertifikat; 

kabupaten 
huruf c 
peningkatan 

tan ab 
pad a 

berupa 

Tim pengadaan 
sebagaimana dimaksud 
meJakukan pengkajian 

e. 



Pasal 44 
(1) Pemindahtanganan atas aset Desa dengan penyertaan 

modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 ayat (1) buruf c, dilakuka.n dalam rangka 
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Paragraf 3 
Penyertaan Modal 

Pasal 43 
(1) Pemindahranganan aset Desa dengan penjualan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf 
b, apabila aset Desa tidak memiliki nilai manfaat 
dan/atau nilai ekonom.is dalam mendukung 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

(2) Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilaku.kan melalui penjualan Iangsung dan/atau 
lelang. 

(3) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta 
tanaman tumbuhan dan temak yang dikelola oleh 
Pemerintahan Desa, seperti pobon jati, meranti, 
bambu, sapi, kambing. 

(4) Penjualao melalui lelang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) antara lain kendaraan bermotor, peralatan 
mesin, bongka.ran bangunan. 

(5) Petinggi membentuk Panitia untuk penjualan asset 
desa dengan I<eputusan Petinggi. 

(6) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4) dilengkapi dengan bukti penjualan dan 
ditetapkan dengan kepurusan Petinggi tentang 
Penjualan. 

(7) Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud ayat 
(3) dan ayat (4) dimasukkan dalam rekening kas Desa 
sebagai pendapatan asli Desa. 

Pasal-t2 
Pembiayaan administrasi proses tukar-menukar sampai 
dengan penyelesaian sertifikaL tanah Desa pengganti 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibebankan kepada 
pihak pemohon. 

Paragraf 2 
Penjualan 



Paragraf 1 
Pembukuan 

Pasal 46 
(I) Penggu.na barang melakukan pendaftaran dan 

pencatatan barang milik Desa ke dalam daftar barang 
pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi 
barang. 

(2) Pencatatan barang milik Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dimuat dalam: 

a. Kartu lnveotaris Bara.og (KIB) A Tanah; 
b. Kartu Inventaris Barang [KIB) B Peralatan dan 

Mesin; 
c. Kartu Lnventaris Barang (Kl.BJ C Gedung dan 

Baogunan; 
d. Kartu lnventaris Barang (KJB) D .Jalan, lrigasi baru 

dan Jarlngan; 
e. Kartu lnventaris Barang (KIB)E Aset Tetap Lainoya; 
f. Kartu lnventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam 

Pengerjaan; dan 
g. Kartu Inventaris Ruangan (KlR). 

(3) Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas 
pencatatan dan penda.ftaran barang milik Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar 
Barang Milik Desa (DBMDesa). 

Paragraf2 
lnventarisasl 

Pasal 47 
(1) Pemerintah Desa melakukan inventarisaai aset Desa 

sesuai ketenruan pemturan perundang-undangan. 
2S 

Pasal 45 
(11 Aset Desa yang sudah ditetapkan penggu.oaannya 

harus diinventarisir dalam buku inventaris aset Desa 
dan diberi kodeffkasi. 

(2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam 
pedoman umum mengenai kodefikasi aset Desa. 

pendirian, peogembangan dan peningkatan kinerja 
Badan Usaba Millk Desa fBUMDesa). 

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimak.sud ayat (1) 
berupa tanah kas Desa. 

Bagian Kesembilan 
Penatausahaan 



Pasal 49 
Pernerintah Desa melakukan penilaian aset Desa sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
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Pasal 48 

(1) Perugas/pengurua aset Desa harus menyusun laporan 
dan meoya.mpaikan laporan aset Desa kepada 
pembantu pengelola asel Desa. 

(2) Laporan aset Desa seba.gaimana dlmaksud pada ayat 
(I] disusun dalam bentuk Japoran aset Desa tahunan. 

(3) Laporan aset Desa tahunan untuk tahun berkenaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
paling lambat tanggal 10 Januari tahun beri.kucnya. 

(4) Pembantu pengelola aset Desa melaksanakan verifikasi 
dan menyampaikan laporan aset desa tahunan untuk 
tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
paling Iambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya 
kepada pemegang kekuasaan pengelolaan asetDesa. 

(5) Laporan aset Desa tahunan sebagaimana dimaksud 
pada ayal (4) dilapork.an kepada Bupati melalui Camat 
bersamaan dengan penyampaian laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. 

Bagian Kesepulub 
Pelaporan 

(2) Jnventarisasi aset Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dilaksanakan oleh pengelola dan pengguna 
barang 

(3) Pelaksanaan inventarisasi aset Desa sebagaimana 
dimaksud pacla ayat (2) cillakuk.an dengan sensus 
barang milik Desa. 

(4) Sensus ba.rang milik Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun 
sekali untuk menyusun Buku lnventaris beserta 
rekapitulasi barang milik Pemerintah Desa. 

(5) Pem baa tu pengeloJa bertanggung jawab kepada 
Petinggi atas pelaksanaan sensus barangmilik Desa. 

(6) Pelaksanaan sensus barang mllik Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan 
Petinggi. 

Bagian Kesebelas 
Penilaian 



Pasal 51 
(1) Dalam ha! terdapat dokumen asli berupa Rembug Desa 

/Keputusan Desa/Peraruran Desa yang telah disahkan 
oleh Bupati dan/atau Gubernur -Jawa Tengah, guna 
penyelesaian perubahan status hukum hak tanah kas 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 maka 
Petinggi dapat mengajukan perubaban status hukum 
hak atas taoab kas Desa. 

(2) Dalam hal pemegang hak tanah warga sudah 
meninggal, rnaka penyelesaian perubahan status 
hukum hak atas taoab clilakukan bersama dengan 
ahli waris atau yang menerima k:uasa dari ahli waris 
yang bersangkutan yang dibuktikan dengan dokumen 
pendukung sesuai ketentuan Perundaog-undangao. 

(3) Dalam hal dokumen asli sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) tidak ada atau tidak dapat diketemukan, rnaka 
Petinggi melakukan upaya sebagai berikut : 
a. melaksanakao musyawarah Desa yang dibadiri oleh 

Pemerintah Desa, BPD, tokoh agama/ tokoh 
rnasyarakat, pihak-pihak yang terkait untuk 
mengajukan perubahan status hukum; 

b. rnenetapkan hasil musyawarab dalam Peraturan 
Desa, yang dilengkapi dengan : 
l . perjanjian antara Petinggi dengan pernegang bak 

atas tanah atau abli waris atau kuasa abli waris, 
yang disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang 
saksi;dan 

2. surat pemyataan dari pemegang hak atas tanah 
atau ahli waris atau kuasa abli waris atas 
kebenaran peralihan hak yang telah terjadl 
sebelumnya dan tanah tidak dalam sengketa. 

Pasal 50 
Penyelesaian perubahan status hukum hak tanah kas Desa 
dilaksanakan dalam hal perallban atas tanah sebagai 
aldbat dari pengalihan, penyerahan, pelepasao atau tukar 
menukar tanah kas Desa yang terjadi sebelum 
diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. 

BAB V1 
PENYELESAIAN PERUBAHAN STATUS HUKUM HAK TANAH KAS DESA 
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Pasal 53 
Pengajuan perubahan status hukum tanah sebagai akibat 
pelepasan tanah kas Desa oleh Pemerintah Desa atau Pihak 
Kedua kepada Kepala Sadan Pertanahan Nasional/Agra.ria 
dan Tata Ruang dila mpiri foto copy Peraturan Desa dan 
Keputusan Petinggi yang dilegalisir oleh pejabat yang 
berwenang. 

Pasal 52 
(1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

51 ayat (3) huruf b mengatur renta:ng pengukuhan 
atas terjadinya pengalihan, penyeraban atau 
pelepasan tanah kas Desa. 

(2) Peraturan Desa tentang Pengukuhan Atas Terjadinya 
Pengallhan, Penyerahan, Pelepasan Tanah Kas Desa 
dan/atau Tukar-Menukar Tanah Kas Desa 
sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) diantaranya 
memuat: 
a. maksud dan tujuan; 
b. hak dan kewajiban para pihak; 
c. subjek atau pelaku; 
d. objek atau lokasi tanah; 
e. waktu kejadian; 
f. Lampiran pendukung Peraturan Desa sebaga.J 

berikut : 
L Keputusan .BPD tentang Persetujuan 

Penetapan Rancangan Peraturan Desa 
menjadi Peraturan Desa; 

2. Perjanjian antara Petinggi deogan Pihak 
Kedua atas objek tanah; 

3. Surat Pemyataan dari Pihak Kedua atas 
kebenaran peralihan bak yang terjadi 
sebelumnya dan tanah tidak dalarn 
sengketa;dan 

4. bukti bukti hak atas tanah diantaranya SPT 
PBB, Kutipan Buku Leter C Desa yang 
dilegalisir Petinggi serta dokumeo lain yang 
berkaitan dengan riwayat pernilikan hak atas 
tanah. 

(3) Pe ti n g g i menetapkan Keputusan Petinggi 
tentang Pelepasan tanah kas Desa sebagai 
tindaklanjut dari cliundangkannya Peraturan Desa. 
tentang Pengukuhan Atas Terjadinya Pengalihan, 
Penyerahan, Pelepasan Tanah Kas Desa dan/at.au 
Tukar-Menukar Tanah Kas Desa sebagaimaoa 
dimaksud pada ayat (t I. 
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atau konsultasi pengelolaan aset Desa; 
d. memberikan bimbingan pelaksanaan administrasi aset 

Desa; dan 
e. melaksanakan pemantauan pelaksanaan inventarisasi 

aset desa; 
(4) Pembinaan dan pengawasan oleb Camat sebagaimana 

d±maksud ayat ( 1) meliputi : 
a. memberlkan fasllitasl bimbingan teknis atau konsultasl 

pengeiola.an aset Desa; 
b. memberikan fasilitasi evaluasi laporan pelaksanan 

pengelolaan aset Desa; dan 
c. melaksanakan pemantauan pelaksanaan inventarisasi 

aset Desa. 

Pasal 56 
{II Perangkat Daerah teknis dan Camat memberikan 

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penge]olaao 
asetDesa. 

(2) Pe.rangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) adalah Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan Pemerintahan Desa, 

(3) Pembinaan Perangkat Daerah teknis sebagaimana 
dimaksud ayat ( 1) rneliputi : 
a. memberlkan pedoman pengelolaan kek.ayaan Desa; 

Pasal55 
(I) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian pengelolaan aset Desa. 
(2) Pengawasan pengelolaan aset Desa dllaksanakan oleh 

Badan Permusyawaratan Desa fBPD), Masyarakat atau 
lembaga pengawasan fungsional lainnya. 

BAB Vil 
PEMBINAAN, PENOAWASAN DAN PENGENDALIAN. 

Pasal54 
Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan 
Pasal 50 sampai dengan Pasal 53, dibebankan pada 
APBDesa. 

pelaksanan laporan b. melaksanakan evaluasi 
pengelolaan aset Desa; 

c. memberlkan bimbingan teknis, pelatihan, workshop 



Pasal 61 
Format Keputusan Petinggi tentang Penggunaan Aset Desa, 
Format Serita Acara/ dan.Keputusan Petinggi tentang 
Pengh.apusan Aser Desa serta Format Buku lnventaris Aset 
yang meliputi antara lain.: 
a. Format Keputusan Petinggi tentang Penggunaan Aset 

Desa; 
b. Format Serita Acara dan Keputusan Petinggi tentang 

Penghapusan Aset Desa; 
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Pasal 60 
Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah 
dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan 
untuk fasilitas umum. 

Pasal 59 
(1) Setiap pengguna barang milik Desa yang melanggar 

hukum atau melalaikan kewajibannya balk langsung 
maupun tidak langsung yang merugikao keuangan.Desa 
diwaji.bkan mengganti kerugian Desa. 

(2) Dikecualikan dari ketenman ayat (1) apabila kerugian 
keuangan Desa disebabkan oleh force majeure sesuai 
ketentuan Peraturan perundang-undangan 

Pasal 58 
Pengawasan fungsional atas pengelolaan aset Desa 
dilaksanakan oleb Aparat Pengawas Internal Pemerintah 
dan pengawas lainnya sesuai ketentuan Peraruran 
Perundang-undangan. 

Pa.sa1 57 

(1) Petinggi selaku pemegang kekuasaan pengelolaan 
aset Desa melaksanakan pengawasan melekat atas 
pelaksanaan pengelolaan aset Desa, 

(2) Petinggi dibantu pembantu pengelola aset Desa 
dan petugas/pengurus untuk melaksanakan 
pengendalian pengelolaan aset desa, 

BABVTI 
KETENTOAN LAfN-LArN 



PasaJ 62 
Pad a saat Peraruran Bupati ini m ulai berlaku : 

a. tukar menukar aset Desa yang sedang berlangsung 
menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini; 

b. pemanfaatan bengkok untuk tambahan runjangan bag! 
Petinggi dan Perangkac Desa tetap berlak:u sepanjang 
yang bersangkutan tidak dipindab jabatannya dalam 
sistem pengembangan karier; 

c. penggunaan bengkok untuk penghargaan bagi mantan 
Petinggi atau Perangkat Desa atau ahli watisnya tetap 
berlaku sampai dengan berakhimya masa 
pengbargaan; dan 

d. dalam hal masa penghargaan sebagaimana dimaksud 
pada huruf c telah berakhir maka tanah bengkok dapat 
didayagunakan dengan cara sewa untuk menambah 
pendapat.an Desa sampai dengan diangkatnya 
Perangkat Desa. 

BAB Vlll 
KETENTUAN PERALIHAN 

e, Fermat Buku lnvenraris Aset Desa; clan 
d. Format Kartu lnventarisBarang (KIB A.B. C. D, Edan!?}; 
e, Format Kartu lnveutaris Ruangan; 
r. Format Buku lnventaris; 
g. Format Rekap Buku lnventaris; 
h. F'ormatDaftar Mutasi Barangdan Rekap; 
i. fi'ormat Laporan Kekayaan Milik Desa; dan 
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BERi AERAHKABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR ... 57i 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN JEPARA. 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 28 ])esember 2017 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Pera tu ran Bupati ini dengan 
peuempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Jepara. 

Ditetapkan di .Jepara 
pada tanggal 28 Deaember 2017 

Pasal 63 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTU P 



a. bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam 
rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa (Nama Desa); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan 
Petinggi tentang Status Penggunaan Aset Desa; 

1. Undang-Undang Nomor L3 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran .Negara Republik Indonesia .Nomor 55871 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban 
Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraruran Pela.ksanaan Undang - Undang Nomor 6 
Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemecintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

PETLNGGI (Nama Desa), 

KABUPATEN JEPARA 
KEPUTUSAN PE'I'INGOI (Nama Desa) 

NOMOR •..... TAHON . 
TENTANG 

STATUS PENOOUNAAN ASET DESA 

Mengingat 

Menimbang 

CONTOl:I KEPUTUSAN PETINGOI TENTANO PE:NETAPAN STATUS PENOGONMN 

A$E1' DESA 
PEMERlNTAB KABUPATEN ,fEPARA 

KECAMATAN •...........•...... 

DESA . 

t.MfPlRAN PERATlJRAN BUPATI JEPARA 

NOMOR 57 Tehun 2017 
TAN'OGAL : 28 Deaember 2017 



(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) 

PE:TJNGG! (Nama Desa} 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

ini mulai berlaku pada tanggal 

Aset Desa yang 
penyelenggaraan 
didayagunakan 
pendapatan desa; 
Kepurusan Petinggi 
ditetapkan. 

tidak langsung untuk mendukung 
pemerintahan desa. dapat 

dalam rangka meningkatkan 

Pengguna.an Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli 
desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah untuk 
mendukung penyclenggaraan Pemerintahan Desa 
.......... (Nama Desa) sebagalmana terlampir, 

MEMUTUSRAN 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

5. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Aset Desa. {Serita Negara 
Republik Tndonesia TAhun 2016Nomor 53); 

6. Peraruran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 
,,2015 tentang $umber Pendapatan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 5). 

KET!GA 

KEDUA 

Menetapkan 
KESATU 
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l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraruran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nornor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagalmana telah diubah dengan 
Pe:ratura.n Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak 
berat dan tidak efesien lagi penggunaannya untuk 
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, 
perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa 
......... (Nama Desa); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
climaksud pads huruJ a perlu menetapkan Keputusan 
Petlnggj ......... (Nama Desa) tentang Penghapusan 
Aset lnventaris Dess; 

PETJNOGl ......... (Nama Desa), 

KABUPATEN JEPARA 
KEPl LTUSAN PETlNOGJ (Nama Desa) 

NOMOR TAHUN . 
TENTANO 

PENGHAPUSAN ASIIT lNVENTARlS DESA 

Mengingat 

Menimbang 

CONTOH KEPU"1.ISAN PETINOOJ TENTANG PENOHAPUSAN ASET 
DESA 

PE\11:RINTAR KABUPATEN JEPARA 

KECA,\,IATAN ,,--······· 
DESA . 



(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) 

PETINGGI (Nama Desa) 

Ditetai:>karl di . 
pad a tanggal . 

Menghapus dari Buku Inventaris Asel Desa 
......... (Nama Desa) yang beralih kepemilikan, musnah, 
dan/atau hilang, kecurian, terbakar aset milik 
Pemerint.ah Desa (Nama Desa] sebagaimana 
tercanturn dalam Daftar Lampiran Keputusan ini, 
Ost. 
Keputusan Petinggi ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

M"EMUTUSKAN 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

5. Peraturan Mente-ri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara 
Republlk Indonesia TAhun 2016Nomor 53); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 
,..2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 5). 

KEDUA 
KETIGA 

Menetapkan 
KESATU 
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Desa , tanggal . 
Yang Bertandatangan dibawah ini : SEKRETARIS DESA 

Selaku Pembantu 
Pengelola Aset Desa 

Pada hari im Tanggal bulan tahun kami yang 
tertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Asel Desa telah melakukan 
pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa ; , . 

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut 
semua/sebagiannya dalam keadaan rusak berat clan sudan tidak dapat 
dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerinta.han desa, 
sedangkan manfaat pengunaannya untuk kepentingan menunjang 
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tidak seimbang dengan 
biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena Itu, aset tersebut 
diusulkan untuk dihapus dari Buku lnventaris Asel Desa Pertahun dan 
Buku Inventaris Desa. 

Demikian Berita Acara ini karni buat dengan sebenarnya dan 
disampaikan kepada Petinggi (Nama Desa) unruk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

SERITA ACARA 
USULAN PENGl'IAPUSAN ASIIT DESA 

PEMERIN1'AR DESA (Nama Desa) 
NO MOR •..•..............•..•..•.....•. 

TAHUN . 

B. Format Serita Acara Penghapusan Aset Desa 

Pengelola/Pengurus 
AsetDesa, 
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Pe11gurus Barang MENGETAHUl 
PETTNGGI 

NO KOile 
JUMLAH HARGA URT GOlONGAII BIDANG I-IAMA BlDANG BAAANG JUMI.AH DALAM RIBUAN Kl:TcRANGAN BAAANG (Rp) 

111\RANG 
I 2 3 4 5 6 7 

01 01 TAAAH 
02 PE!!AU.TAII DAN Ml:SIN 

02 a. Alat --.lat 8e5ar- 
03 1>..i.,-.i..........,, 
tM c. AMI,; .. t ~ a.:.n Nat U'lua 
OS d. AJII .. lat PaUl'llmn/Pea!rnakan 
06 e, Mat -alat l<antor din Rl..nah~a 
01 f A!m •alat Sb.Jdio dan Jtoi:ntni:151 
08 g.A11, .. 1J11-.n 

09 l'I, Al.at ~ l.aborill:oni.m 
10 L Alat -ilat ~ 

03 Gall.ING IW< BAHGUNAH 
u ,. a.,_. G<du,g 

12 I>. BlnQUtlal' - 

CH JMN/, !RlGASl OM .WUNGAH 
13 LJolilndankmbotin 
IS b. Bangunan ''" / tr,gos, 
IS c. Jnstllas! 
16 d. :.rtngan 

05 ASnETAP WNNY-' 
l1 .. -- Ill I>. bOrq a.ra..k If-/ l<e>udlyaan 
l9 c, -..,T-""'1Turrl>uh.Jn 

06 KOlfflWKSl DA1AM PENG£1UAAN 

TOTAL 

REKAPITULASJ BUKU INVENTAIUS 

<···········-·····> <---· .. -····-···> 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PETlNGGl. ..........................• 

TAHUN N-1 TAHUNN g.d TAHON 
N 

URAIAN (Tahun (Tahun (Tahun 
Sebelumnya Berjalan) Periode 

) Pelaporan) 

I. ASETDESA 
A. ASET LANCAR 

f- ~ 
1. KasDesa - -- a. Uang kas di Bendahara Desa 

b. Rekening Kas Dess -- -- - 
- 2~ Piutang 

a. Piutang Sewa Tanab - b. Piutang Sewa Gedung 
c. dst ...... -- ,_ 

3. Persediaan - a. Kcrtas Segel - b. Matcrai 
C, dst, ..... 

JUMLAH ASET LANCAR 

B. ASET TIDAK LANCAR ,- 
I . lnvestasi Perrnancn __ ,, 

- Penyertaan ModaJ Pemcrintah Desa 
-- -- - -- 

2. Asel Tctae . - 
- Taoah 
. Peralatan dan Mesin - . Gedung dan bangunan - ;, 

. .Jalan, Jaringan dan lnstalasi -- . dst., ..... - - 
_ ~- Dana Cadangan -- ~ 

- Dana Cadangan -- - 
4. Asel tidak Iancar La.inn la - - - 

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 
JUMLAHASET (A +BJ 
Il.KEWAJIBAN JANGKAPENDEK 

JUMLAH KEWAJIBAN JANOKA PENDEK 

JUMLAHKEKAYAAN BERSIH( 1-ll) 

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA 
SAMPAl DENGAN 31 DESEMBER 2016 


